PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN KOORDINATOR PELAYANAN

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

Menimbang

a.

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 520/9340/0TDA Hal Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daaerah yang
Penyediaan Aparaturnya menjadi kewenangan Pemeintah Pusat
serta Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian dan Penyuluh
Kehutanan, perlu membentuk Satuan Koordinator Pelayanan
Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Brebes;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan  Satuan  Koordinator Pelayanan  Bidang
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 541);

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional,

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun

2016 Nomor 5, Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2016 Nomor 61);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN SATUAN KOORDINATOR PELAYANAN BIDANG

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BREBES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan wurusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi
dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Brebes.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DP3KB adalah Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana Kabupaten Brebes.
Kepala Dinas adalah Kepala DP3KB.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Organisasi
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis

penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.

Satuan Koordinator Pelayanan adalah Unsur Unit Kerja Non-struktural Bidang
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana Kabupaten Brebes.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan
dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau

keterampilan tertentu.



BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Koordinator Pelayanan bidang

(2)

(3)

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Brebes.

Satuan Koordinator Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Unit

Kerja Non-struktural Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes.

Satuan Koordinator Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Satuan Koordinator Pelayanan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Kecamatan Brebes;

b. Satuan Koordinator Pelayanan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Kecamatan Wanasari;

c. Satuan Koordinator Pelayanan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Kecamatan Bulakamba;

d. Satuan Koordinator Pelayanan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Kecamatan Tanjung;

e. Satuan Koordinator Pelayanan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Kecamatan Losari;

f. Satuan Koordinator Pelayanan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Kecamatan Jatibarang;

g. Satuan Koordinator Pelayanan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Kecamatan Songgom,;

h. Satuan Koordinator Pelayanan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Kecamatan Larangan;

i. Satuan Koordinator Pelayanan

Perlindungan Anak, Pengendalian

Kecamatan Ketanggungan;

bidang Pemberdayaan Perempuan,

Penduduk dan Keluarga Berencana
bidang

Pemberdayaan Perempuan,

Penduduk dan Keluarga Berencana
bidang Pemberdayaan Perempuan,
Penduduk dan Keluarga Berencana
bidang

Pemberdayaan Perempuan,

Penduduk dan Keluarga Berencana
bidang

Pemberdayaan Perempuan,

Penduduk dan Keluarga Berencana
bidang

Pemberdayaan Perempuan,

Penduduk dan Keluarga Berencana
bidang

Pemberdayaan Perempuan,

Penduduk dan Keluarga Berencana
bidang

Pemberdayaan Perempuan,

Penduduk dan Keluarga Berencana
bidang

Pemberdayaan Perempuan,

Penduduk dan Keluarga Berencana



(4)

(1)

(2)

j- Satuan Koordinator Pelayanan bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kecamatan Kersana;

k. Satuan Koordinator Pelayanan bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kecamatan Banjarharjo;

l. Satuan Koordinator Pelayanan bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kecamatan Tonjong:

m. Satuan Koordinator Pelayanan bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kecamatan Sirampog;

n. satuan koordinator pelayanan bidang pemberdayaan perempuan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Kecamatan Bumiayu,;

o. Satuan Koordinator Pelayanan bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kecamatan Paguyangan,;

p. Satuan Koordinator Pelayanan bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kecamatan Bantarkawung;

q.- Satuan Koordinator Pelayanan bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kecamatan Salem.

Satuan Koordinator Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepala DP3KB.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3
Satuan Koordinator Pelayanan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga
Berencana yang di beri tugas tambahan sebagai koordinator yang melaksanakan
koordinasi dengan instansi terkait dan koordinasi rencana kegiatan penyuluhan di
kecamatan disamping tugas pokok sebagai penyuluh.
Penunjukan Koordinator pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan
Surat Perintah Tugas (SPT) Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.



Pasal 4
(1) Satuan Koordinator Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis
operasional di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan

Koordinator Pelayanan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan kebijakan teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes. di
bidang Pelayanan Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

b. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DP3KB sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal 5
Satuan Koordinator Pelayanan bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkoordinasi dengan DP3KB.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6
UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diadakan
penataan pejabat pada UPTD dan penempatan Koordinator Pelayanan yang

terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 019
Tahun 2008 tentang Pengaturan Besaran Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan Kabupaten Brebes
(Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 17 Januari 2019
BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 17 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

Ir. DOOKO GUNAWAN,M.T.

Pembina Utama Muda

NIP.19650903 198903 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2019 NOMOR 7



